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BAB II 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

A. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

     koperasi menyebut pembiayaan dengan pinjaman. Pinjaman tersebut 

jika dikelola dengan baik akan menjadi penunjang kelangsungan koperasi 

syariah, karena kegiatan pinjaman tersebut merupakan kegiatan yang 

sangat penting. Koperasi syariah hendaknya menyalurkan dana yang 

dimilikinya yang berasal dari tabungan atau simpanan, maupun modal 

untuk sesuatu yang produktif yaitu pembiayaan.
1
 

     Menurut PP No. 9 tahun ‟95 tentang koperasi yang melakukan kegiatan 

pelaksanaan simpan pinjam, pinjaman yaitu penyediaan uang atau dana 

antara pihak koperasi dengan pihak lainnya dengan berdasarkan 

persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan pihak lainnya atau pihak 

peminjam untuk melunasi uang yang dipinjamkannya atau melunasi 

hutangnya setelah waktu tertentu ataupun jangka waktu yang panjang 

disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
2
 

     Lembaga Keuangan Syariah dalam kegiatan penyaluran dana 

pembiayaan, wajib memperhatikan prinsip dalam pemberian pembiayaan 

agar tidak merugian LKS dan nasabah yang telah mempercayakan dananya 

untuk diinvestasikan. Adapun keenam prinsip klasik tersebut adalah:
3
 

1. Character, merupakan watak atau keadaan sifat dari anggota dalam 

kehidupan pribadi ataupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter 

memiliki kegunaan, yaitu untuk mengetahui kemauan anggota atau itikad 
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baik dari anggota tersebut untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

kontrak yang telah disepakati. Karakter anggota dapat dilihat dari latar 

belakang pekerjaan, gaya hidup, maupun keadaan keluarga. 

2.  Capacity, menurut Arthesa dan Handiman 2006 memiliki tujuan untuk 

menilai dan mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan 

usahanya. Sedangkan menurut Veithzal Rivai dkk 2008 capacity adalah 

calon nasabah yang memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya 

dengan mengharapkan mendapatkan laba. Pengukuran capacity dapat 

dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan 

historis dan pendekatan financial. 

3. Capital, yaitu jumlah dana yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah. 

Menurut Veithzal Rivai dkk, semakin tinggi calon anggota dalam 

menjalankan usahanya berarti makin besar modal yang dimiliki calon 

anggota tersebut, dan lembaga keuangan pun akan lebih besar 

memberikan pembiayaan. 

4. Collateral, yaitu barang yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga 

keuangan syariah (bank ataun koperasi) sebagai agunan atas pembiayaan 

yg telah diterimanya. Penilaian agunan dapat dilihat dari jenis, bukti 

kepemilikan, lokasi, dan status hukumnya. Collateral merupakan agunan 

yang berwujud fisik maupun non fisik. Jumlah kredit hendaknya tidak 

boleh melebihi jaminan, supaya jaminan tersebut dapat dijadikan 

pelindung dari resiko kerugian. 

5. Condition of Economic, condition artinya prospek atau tidaknya keadaan 

usaha atau anggota yang diberikan fasilitas pembiayaan tersebut. Kondisi 

ekonomi biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, 

politik, sosial, maupun budaya yang memungkinkan akan mempengaruhi 

kelancaran usaha calon anggota. 

6. Containts, adalah hambatan dan batasan suatu bisnis untuk dilaksanakan 

atau tidak memungkinkannnya memulai bisnis di tempat tertentu. 
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Misalnya, usaha pendirian pompa bensin, yang disekitar usaha tersebut 

ada pembakaran batu bara. 

b. Produk Pembiayaan 

     Layanana pembiayaan yang disediakan Unit jasa keuangan syariah atau 

koperasi keuangan syariah adalah sebagai berikut:
4
 

a. Pembiayaan Mudharabah, yaitu akad kerjasa sama untuk permodalan 

usaha, dimana koperasi berperan sebgai pemilik modal (shohibul 

maal), dan anggota/calon anggota sebagai pengelola (mudharib). 

Koperasi menyetorkan dananya kepada anggota/calon anggota untuk 

kegiatan usaha. Keuntungan dibagi antara koperasi dan anggota/calon 

anggota sesuai kesepakatan (nisbah), dan jika terjadi kerugian 

ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian bukan karena 

kelalean atau kecurangan dari pengelola. 

b. Pembiayaan Musyarakah, yaitu akad kerja usaha permodalan usaha, 

dimana ada penggabungan modal dan melakukan pengelolaan usaha 

bersama dalam kemitraan yang sama antara koperasi, dengan satu pihak 

atau banyak pihak. Pembagian keuntungan atau hasil (nisbah) dibagi 

sesuai kesepakatan, dan jika terjadi kerugian ditanggung tergantung 

dengan kontribusi modal. 

c. Piutang Murabahah, yaitu tagihan terhadap transaksi penjualan barang 

yang harga perolehan beserta margin (keuntungan)nya dinyatakan, 

yang disepakati oleh koperasi selaku penjual dan anggota/calon anggota 

selaku pembeli, atas teransaksi tersebut anggota/calon anggota wajib 

melunasi kewajiannya atas teransaksi jual beli sesuai dengan jangka 

waktu yang telah disepakati dengan pembayaran imbalan yang berupa 

margin keuntungan dan disebakati diawal akad. 
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d. Piutang Salam, yaitu tagihan anggota atas transaksi jual beli terhadap 

koperasi dengan cara memesan barang atau pemesanan antara penjual 

dengan beli yang pembayarannya dilakukan dimuka, sedangkan 

pengiriman barangnya dilakukan kemudian/dibelakang oleh penjual. 

e. Piutang Istisna, yaitu tagihan transaksi jual beli barang yang 

teransaksinya berbentuk pemesanan pembuatan suatu barang, 

persyratan dan kriteria tertentu disepakati antara pemesan dan pembeli 

dan pembayaranya dapat dengan dibayar dimuka, angsuran, atau 

dengan ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. 

f. Piutang Ijarah, yaitu tagihan atas teransaksi sewa-menyewa atas objek 

sewa antara penyewa (muajir) dan yang menyewakan (musta’jiri) 

untuk memperoleh imbalan atas suatu barang yang disewakan tersebut.  

g. Qardh, yaitu transaksi atas kegiatan peminjaman dana non komersil, 

dalam teransaksi ini si peminjam mempunyai kewajiban untuk 

membayar dana pokok yang dipinjamkannya oleh koperasi tanpa 

adanya bagi hasil atau imbalan dalam waktu yang sudah disepakati. 

c. Jenis-jenis Pembiayaan 

     Pembiayaan Koperasi atau BMT menurut pemanfaatannya dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu:
5
 

1. Pembiayaan Investasi 

     Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk 

memenuhi barang-barang permodalan serta fasilitas lainnya yang 

bersangkutan dengan hal tersebut. 

2. Pembiayaan Modal Kerja 

     Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan yang pemanfaatannya 

untuk peningkatan produksi, pemenuhan produksi, dan semua yang 
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menyangkut sektor ekonomi, dan perdagangan dalam artian yang luas 

ataupun penyediaan jasa. 

Menurut sifatnya , pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:
6
 

1. Pembiayaan Produktif 

     Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang diperuntukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, seperti untuk 

memenuhi kebutuhan modal, agar produksi dan volume penjualan 

menjadi meningkat, sektor pertanian, perkebunan, ataupun jasa. 

2. Pembiayaan Konsumtif 

     Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk 

pemenuhan kebutuhan konsumsi, yang penggunaannnya dapat 

digunakan sesaat ataupun jangka waktu yang panjang. 

d. Unsur Pembiayaan 

     Pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dari 

pemberi pembiayaan. Hal ini si penerima harus benar-benar dapat diyakini 

bisa mengembalikan pembiayaan yang telah dipercayakan kepadanya sesuai 

dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama dalam kontrak. 

Adapun unsur pembiayaan tersebut yaitu:
7
 

1. Dua pihak, yaitu Shohibul maal (pemberi pembiayaan) dan Mudharib 

(penerima pembiayaan). Dua pihak ini memiliki hubungan kerja sama 

antara pemberi dan penerima pembiayaan atau diartikan kegiatan saling 

tolong menolong yang saling menguntungkan. 

2. Kepercayaan dari shohibul maal kepada mudharib didasarkan prestasi, 

yaitu potensi mudharib dalam melunasi hutangnya. 

3. Persetujuan, yaitu kesepakatan perjanjian pembayaran dari mudharib 

kepada shohibul maal. Janji dalam membayar tersebut contohnya dapat 
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berupa janji lisan, janji tertulis (akad pembiayaan), atau dapat berupa 

instrument (credit instrument). 

4. Adanya penyerahan barang, uang, maupun jasa dari shohibul maal 

kepada mudharib. 

5. Adanya unsur time element (waktu) yang berasal dari pihak pemberi 

pembiayaan shohibul maal ataupun dari pihak penerima pembiayaan 

mudharib yang merupakan unsur esensial dari pembiayaan. 

6. Unsur resiko (degree of risk) dari pihak shohibul maal maupun pihak 

mudharib. Resiko pihak shahibul maal yaitu resiko gagal bayar yang 

terjadi pada mudharib, karena kegagalan dalam usaha atau mudharib 

tidak mampu membayar pinjaman. Resiko pihak mudharib, mudhorib 

harus merelakan barang atau tanah yang dijaminkan untuk diserahkan 

kepada shahibul maal sebagai pengganti pengembalian pembiayaan yang 

tidak dapat dibayarkan. 

B. Akad Mudharabah 

a. Pengertian Akad Mudharabah 

     Istilah Mudharabah menurut fiqih disebut juga Muqaradhah yang 

artinya bepergian untuk urusan dagang. Secara Muamalah, Mudhrabah 

memiliki arti Shohibul maal (pemilik modal) meberikan modalnya kepada 

mudharib (pelaku usaha/pedagang/pekerja) untuk dikelola sebagai usaha, 

sedangkan jika terjadi keuntungan usaha tersebut, keutungan dibagi kedua 

belah pihak menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama.
8
 

     Al-Mudharabah yaitu akad kerja sama antara shohibul maal (pemilik 

modal atau koperasi) dengan mudharib (pengelola dana atau anggota) 

yang produktif  dan halal untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan 

yang diperoleh tersebut dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah 

disepakati kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Jika 
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usaha yang dikelola oleh mudharib mengalami kerugian dan bukan karena 

kelalean atau penyewengan dari pengelola dana, kerugian tersebut 

sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam pengelolaan dana 

tersebut koperasi selaku pemilik modal tidak benarkan untuk ikut serta 

dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan untuk memberi usulan dan 

melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan.
9
 

b. Jenis Akad Mudharabah 

Secara umum klasifikasi jenis dari akad mudharabah yaitu:
10

  

1. Mudharabah Muthlaqah, pengelola dana atau pihak kedua mempunyai 

kewenangan dalam pengelolaan dananya dalam usaha yang akan 

dijalankan dengan tujuan keberhasilan mudharabah tersebut. Jika 

terjadi kerugian yang disebabkan oleh pengelola dana seperti kelalaian 

atau kecurangan, maka pengelola dana wajib atas konsekuensi yang 

ditimbulkan. Sebaliknya jika kerugian tersebut dikarenakan oleh 

bencana alam, dan bukan kelalean pengelola dana maka kerugian 

tersebut ditanggung oleh si pemilik dana. 

2. Mudharabah Muqayadah, mudharabah jenis ini pemilik dana 

memberikan batasan-batasan kepada pihak pengelola antara lain 

mengenai dana, cara, lokasi, dan/atau objek investasi dalam usahanya. 

Misalnya, pada PSAK Part 7 dana yang dimiliki pemilik dana tidak 

dicampurkan dengan dana lainnya, dananya tidak diinvestasikan pada 

kegiatan teransaksi penjualan cicilan tanpa adanya jaminan atau 

pengelola dana dalam melakukan investasi harus melakukan kegiatan 

tersebut sendiri tanpa melalui pihak ketiga. 

     Apabila syarat yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola 

dana ditentang, maka pengelola dana bertanggung jawab atas 
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konsekuensi yang ditimbulkannya tersebut, termasuk konsekuensi 

keuangan. 

c. Landasan Hukum Mudharabah 

     Akad mudharabah sudah dipraktekan pada zaman Rosullah, kisah 

tersebut dapat diambil dari kisah Rosulullah yang pernah melakukan 

teransaksi dengan Siti Khadijah, dimana siti Khadijah sebagai shohibul 

maal atau pemilik dana, sedangkan Rosulullah bertindak sebagai 

mudharib atau pengelola dana tersebut. 

 Adapun landasan hukum tentang mudharabah: 

 

1. Al Qur’an 

Q.S. Al- Baqarah (2) ayat 283:
11

 

 

ٍَ بعَۡضُكُى  ٌۡ أيَِ ِ  فئَ
ٞۖ
قۡبُٕضَتٞ ٍٞ يَّ نىَۡ تجَِدُٔاْ كَاتبِٗا فزََِْٰ َٔ إٌِ كُُتىُۡ عَهىَٰ سَفزَٖ  َٔ ۞

ٕاْ ٱنشَّ  ًُ لََ تكَۡتُ َٔ ُۗۥ  َ رَبَّّ نٍۡتََّقِ ٱللََّّ َٔ ُتََُّۥ  ٍَ أيََٰ ًِ يٍَ بعَۡضٗا فهٍَۡؤَُدِّ ٱنَّذِي ٱؤۡتُ َٔ  
دَةََۚ َٰٓ

ٌَ عَهٍِىٞ  هُٕ ًَ ا تعَۡ ًَ ُ بِ ٱللََّّ َٔ ُٓۥ ءَاثىِٞ قهَۡبُُّۗۥ  ٓاَ فئَََِّّ ًۡ   ٣٨٢ٌكَۡتُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

 

Q.S. Al-Muzzammil (73) ayat 20:
12
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ثهُثَُُّۥ  َٔ َصِۡفَُّۥ  َٔ مِ  ٍۡ ًِ ٱنَّ ٌَّ رَبَّكَ ٌعَۡهىَُ أَََّكَ تَقُٕوُ أدََۡىَٰ يٍِ ثهُثَُ ۞إِ

اَرََۚ عَهِىَ أٌَ نٍَّ تحُۡصُُِٕ  ٱنَُّٓ َٔ مَ  ٍۡ رُ ٱنَّ ُ ٌقُدَِّ ٱللََّّ َٔ ٍَ يَعَكََۚ  ٍَ ٱنَّذٌِ طَائٓفَِتٞ يِّ َٔ

ٍَ ٱنۡ  زَ يِ كُىۡۖٞ فٲَقۡزَءُٔاْ يَا تٍَسََّ ٍۡ ٌُ يُِكُى فتَاَبَ عَهَ ٌَِۚ عَهىَِ أٌَ سٍَكَُٕ قزُۡءَا

 ِ ٌَ يٍِ فضَۡمِ ٱللََّّ ٌَ فًِ ٱلۡۡرَۡضِ ٌبَۡتغَُٕ ٌَ ٌَضۡزِبُٕ ءَاخَزُٔ َٔ زۡضَىٰ  يَّ

ٕاْ  ًُ أقٍَِ َٔ  
َُّۚ ُۡ زَ يِ ِۖٞ فٲَقۡزَءُٔاْ يَا تٍََسَّ ٌَ فًِ سَبٍِمِ ٱللََّّ تِهُٕ ٌَ ٌقَُٰ ءَاخَزُٔ َٔ

أقَۡزِ  َٔ ةَ  ٰٕ كَ ءَاتُٕاْ ٱنزَّ َٔ ةَ  ٰٕ هَ يُٕاْ ٱنصَّ يَا تقَُدِّ َٔ اَۚ  ُٗ َ قزَۡضًا حَسَ ضُٕاْ ٱللََّّ

ٱسۡتغَۡفزُِٔاْ  َٔ أعَۡظَىَ أجَۡزٗاَۚ  َٔ زٗا  ٍۡ َٕ خَ ُْ ِ زٖ تجَِدُُِٔ عُِدَ ٱللََّّ ٍۡ ٍۡ خَ لََِۡفسُِكُى يِّ

حٍِىُُۢ  َ غَفُٕرٞ رَّ ٌَّ ٱللََّّ َۖٞ إِ   ٣٢ٱللََّّ

 

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 

malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari 

orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran 

malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak 

dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia 

memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang 

mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada 

di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan 

orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah 

apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah 

sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada 

Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu 

perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di 

sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar 

pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
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2. Al-Hadist.
13

 

 

ٍَّ انْبزََ كَت :  ِٓ َٔ سَهَّىَ قاَ لَ: ثلَاَ ثٌ فٍِ  ِّ َٔ آنِ  ِّ ٍْ ًَّ صَهًَّ اللهُ عَهَ ٌَّ انَُّبِ اَ

ٍْعِ )ر ٔ اِ ابٍ  ٍْزِ نهِْبَ عِ خَهْظُ انْبزُِّ بانِشَّ َٔ قارََضَتُ،  ًُ ٍْعُ إنًَِ أجََمٍ، ٔانْ انَْبَ

   يا جّ عٍ صًٓ( 

 

“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli 

tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 

gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk 

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah 

dari Shuhayb) 

d. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah. 

Ketentuan pembiayaan pada akad mudharabah adalah sebagai berikut:
14

 

1. penyaluran dana mudharabah, yaitu koperasi syariah yang bertindak 

sebagai penyalur dana dan dana tersebut disalurkan kepada anggotanya 

untuk usaha yang produktif. 

2. koperasi syariah dalam penyaluran dananya bertindak sebagai shohibul 

maal yang 100% membiayai kebutuhan dana untuk suatu usaha 

(proyek), sedangkan mudharib (pengelola usaha) yaitu anggota. 

3. tata cara pengembalian atau jangka waktu usaha ditentukan 

berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. 

4. kerugian ditanggung oleh koperasi syariah yang berperan sebagai 

pemilik dana. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh anggota yang 

berperan sebagai pengelola karena kesalahan yang dilakukan dengan 

sengaja, atau menyalahi peranjian, maka kerugian tersebut ditanggung 

oleh anggota. 
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e. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah. 

     Berdasarkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi 

rukun dan syarat tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), yaitu:
15

 

1. Shohibul Maal (penyedia dana) dan mudharib (pengelola dana) harus 

sama-sama cakap hukum. 

2. Para pihak harus menyatakan ijab dan kabul untuk membuat kontrak 

(akad) atas kehendak mereka, dengan memperhatikan hal berikut: 

a. Penerimaan dan penawaran oleh kedua belah pihak harus secara 

terus terang atau secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak yang 

akan disepakati nantinya. 

b. Penawaran dan penerima secara tertulis ditungkan pada saat 

dilaksanakannya akad dan kontrak. 

c. Akad dituangkan dengan  tulis, dapat melalui surat dari pihak satu 

ke pihak (korespondensi), maupun dengan cara komunikasi 

modern 

3. Modal, yaitu asset dan/atau sejumlah uang yang diberikan oleh 

pemilik dana kepada pengelola dana yang ditunjukkan untuk 

usahanya, dengan syarat: 

a. Jenis dan jumlah modal harus diketahui. 

b. Modal dapat berupa barang ataupun uang yang bernilai (jika modal 

tersebut diberikan dalam bentuk asset, maka harus dinilai pada 

waktu akad). 

c. Modal yang diserahkan tidak boleh berbentuk piutang dan harus 

dibayarkan kepada mudharib, modal tersebut dapat diserahkan 

baik secara bertahap maupun langsung, sesuai kesepakatan yang 

telah tertuang dalam kontrak. 

                                                           
15

 Drs. H.M. Ichwan Sam, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 

82 



21 
 

4. Keuntungan mudharib, adalah jumlah yang didapatkan dari kelebihan 

modal. Shohibul maal dan mudharib dalam pembagian keuntungan 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Keuntungan tersebut harus diperuntukkan untuk shohibul maal 

dan mudharib, tidak boleh hanya disyaratkan untuk satu pihak 

saja. 

b. Proposional keuntungan harus diketahui kedua pihak dan 

disampekan pada saat kontrak disepakati dalam bentuk 

nisbah/prosentase, jika ada perubahan nisbah harus ada 

kesepakatan antara kedua pihak. 

c. Kerugian ditanggung oleh shohibul maal apabila kerugian usaha 

tersebut dikarenakan bencana alam, dan sebaliknya jika kerugian 

usaha tersebut dikarenakan oleh kelalean, kesengajaan, ataupun 

pelanggaran kesepakatan maka kerugian ditanggung oleh 

mudharib. 

5. Shohibul maal dan mudharib dalam kegiatan usaha yang dikelola oleh 

mudharib harus memperhatikan beberapa poin berikut: 

a. Hak eksklusif kegiatan usaha adalah milik mudharib, pihak 

pertama (Shohibul maal) tidak boleh melakukan intervensi. 

Pengawasan (monitoring) adalah hak penyedia dana atas usaha 

yang dijalankan nasabah. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersulit ataupun mempersempit 

pengelola yang dapat menghalangi mudharib dalam tercapainya 

tujuan usaha tersebut, yaitu memperoleh keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalah gunakan usahanya tanpa 

menggunakan hukum syariah Islam, dan kebijakan yang berlaku 

harus dipatuhi dalam aktivitas tersebut. 
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f. Tujuan, Manfaat, dan Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad 

Mudharabah.
16

 

Manfaat akad mudharabah pada pembiayaan: 

1. Bagi lembaga keuangan (Bank Syariah, Koperasi, dan BMT), adalah 

salah satu bentuk penyaluran dana dan dari penyaluran tersebut LKS 

memperoleh pendapatan bagi hasil dari pendapatan usaha yang 

dikelola nasabah. 

2. Bagi nasabah, yaitu dengan melakukan kemitraan dengan LKS, 

nasabah dapat memenuhi kebutuhan modal usaha. 

Tujuan dari pembiayaan mudharabah adalah: 

     Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tidak adanya 

jaminan dalam prinsip Pembiayaan mudharabah, tetapi untuk 

meminimalisir jika mudharib melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan tersebut kepada nasabah. 

Risiko yang dapat timbulkan dari pembiayaan mudharabah: 

Lembaga keuangan syariah memiliki resiko dalam transaksi pembiayaan 

mudharabah, antara lain: 

1. Resiko pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah, 

nasabah melakukan wansprestasi. 

2. Resiko pasar, apabila disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika 

pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk valas. 

3. Resiko operasional, yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan, 

secara segaja pencatatan pajak dicatat tidak sesuai, dan terjadi 

manipulasi. 

C. Agunan Cast Collateral 

a. Pengertian Agunan 
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     Menurut Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Agunan adalah 

jaminan pembiayaan yang ditetapkan oleh koperasi jasa keuangan syariah 

atau unit usaha syariah yang dapat berupa hak tagih atau barang dari usaha 

yang telah dibiayai.
17

 Agunan Tunai (Cast Collateral) adalah agunan yang 

dapat diuangkan atau dicairkan secara tunai, yang dapat berupa simpanan, 

deposito, maupun surat berharga.
18

  

b. Jenis-jenis Agunan 

Agunan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:
19

 

1. Agunan material, yaitu agunan yang terdiri dari surat-surat berharga 

(sertifikat deposito, obligasi, dan saham), benda bergerak, dan benda 

tidak bergerak (bangunan dan tanah). 

2. Agunan non material, yaitu agunan yang dapat berupa personal 

Collateral (agunan prbadi), corporate Collateral (agunan perusahaan), 

dan agunan segala bentuk (reputasi, nama baik, dll). 

c. Pertimbangan Agunan dijadikan sebagai syarat pinjaman
20

 

     Lembaga keuangan Syariah mempertimbangkan agunan sebagai syarat 

pinjaman, salah satu alasannya secara umum yaitu kelemahan keuangan 

peminjam. Ada beberapa faktor yang mungkin mengakibatkan lemahnya 

keuangan dari sipeminjam, yaitu: 

1. Anggota (peminjam) memikul kewajiban yang berat. 

2. Manajemen yang buruk 
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3. Pendapatan peminjam tidak memadai. 

 

 


